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Abstrak
Kepemimpinan mutu dan manajemen mutu pendidikan memainkan peran strategis dalam
membentuk arah kebijakan pendidikan nasional yang responsif terhadap tantangan global dan
kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kontribusi kepemimpinan mutu dan sistem
manajemen mutu dalam membentuk kebijakan pendidikan nasional Indonesia melalui studi literatur
terhadap referensi primer dan mutakhir. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka,
penelusuran dilakukan terhadap jurnal nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir. Hasil
kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berfokus pada peningkatan mutu internal lembaga
pendidikan serta manajemen mutu berbasis perbaikan berkelanjutan memiliki pengaruh signifikan
terhadap formulasi dan pelaksanaan kebijakan nasional. Unsur kebaruan dari studi ini terletak pada
sinergi antara karakteristik kepemimpinan transformasional dan sistem manajemen mutu berbasis
Total Quality Management (TQM) dalam meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kebijakan
pendidikan nasional. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan berbasis data dan penguatan
kapasitas kepemimpinan mutu di setiap jenjang pendidikan.
Kata Kunci: Kepemimpinan Mutu, Manajemen Mutu Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, TQM,
Peningkatan Mutu.

Abstract
Quality leadership and quality management in education play a strategic role in shaping national
education policy responsive to global challenges and local needs. This study aims to examine the
contribution of quality leadership and quality management systems in shaping Indonesia’s national
education policy through a literature review of recent primary sources. Using a qualitative approach
based on literature studies, data were analyzed from national and international journals published
in the last five years. The findings show that leadership focused on internal quality enhancement and
quality management systems based on continuous improvement significantly influence policy
formulation and implementation. The novelty of this study lies in the synergy between
transformational leadership characteristics and Total Quality Management (TQM)-based systems in
enhancing the relevance and sustainability of national education policies. The study recommends
data-driven policy formulation and strengthening of quality leadership capacity at all levels of
education.
Keywords: Quality Leadership, Educational Quality Management, Education Policy, TQM, Quality
Improvement.
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. la tidak
hanya menjadi alat untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, tetapi juga
menjadi sarana strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul,
berkarakter, dan mampu menjawab tantangan zaman. Seiring berkembangnya peradaban
global dan kemajuan teknologi yang kian pesat, sistem pendidikan nasional dituntut untuk
terus berkembang agar tidak tertinggal. Dalam konteks ini, mutu pendidikan menjadi fokus
utama. Pendidikan yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa adanya kepemimpinan yang
visioner serta sistem manajemen mutu yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kepemimpinan mutu dalam pendidikan bukan hanya tentang kemampuan memimpin
secara administratif, tetapi lebih dari itu, ia menyangkut upaya membangun visi bersama,
menciptakan budaya organisasi yang menghargai kualitas, serta mendorong semua pihak
untuk terlibat aktif dalam peningkatan mutu pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan
yang berorientasi mutu akan mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif,
adaptif, dan inovatif. Kepemimpinan semacam ini menjadi agen perubahan yang strategis
dalam mendorong perbaikan di semua lini pendidikan, dari perencanaan hingga
pelaksanaan.

Manajemen mutu pendidikan merupakan pendekatan sistematis yang menekankan
pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam seluruh
proses pendidikan. Dengan manajemen mutu yang baik, setiap kegiatan pendidikan dapat
diarahkan untuk mencapai standar tertentu yang telah disepakati, serta mampu
menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam implementasinya,
prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM) sering digunakan untuk memastikan
bahwa seluruh komponen dalam sistem pendidikan bekerja selaras demi mencapai hasil
yang maksimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pentingnya kualitas dalam dunia
pendidikan semakin meningkat. Berbagai studi telah mengangkat isu mengenai integrasi
prinsip-prinsip TQM dalam manajemen pendidikan. Misalnya, penerapan siklus perbaikan
berkelanjutan (Plan-Do-Check-Act), keterlibatan semua pihak (stakeholders) dalam
pengambilan keputusan, hingga fokus pada kepuasan pelanggan utama pendidikan, yakni
siswa dan orang tua. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa tanpa sistem manajemen mutu
yang baik, institusi pendidikan akan kesulitan untuk menghadapi tuntutan zaman yang terus
berubah.

Pendekatan kepemimpinan transformasional juga mendapatkan tempat penting dalam
kajian pendidikan. Pemimpin transformasional dikenal dengan kemampuannya
menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan mendasar dalam organisasi. Dalam
konteks pendidikan, gaya kepemimpinan ini terbukti mampu meningkatkan komitmen
guru, partisipasi siswa, serta mendorong inovasi dalam proses pembelajaran. Namun
demikian, sebagian besar kajian tentang kepemimpinan transformasional dan manajemen
mutu pendidikan masih dilakukan secara terpisah, seolah keduanya berjalan sendiri-sendiri.

Faktanya, antara kepemimpinan mutu dan manajemen mutu pendidikan memiliki
keterkaitan yang sangat erat. Kepemimpinan yang berorientasi mutu menjadi pengarah dan
pendorong dalam penerapan sistem manajemen mutu, sementara sistem manajemen mutu
memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin dalam menjalankan perannya secara
efektif. Ketika kedua unsur ini disinergikan, maka terbuka peluang yang sangat besar untuk
mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dalam banyak kebijakan pendidikan nasional, sinergi antara kepemimpinan mutu dan
manajemen mutu ini belum diangkat secara menyeluruh. Kebijakan pendidikan cenderung
fokus pada aspek administratif, penganggaran, atau kurikulum, tanpa menggali lebih dalam
bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan manajemen mutu menjadi fondasi utama
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dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Akibatnya, berbagai inisiatif kebijakan pendidikan
seringkali tidak berkelanjutan, kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, dan minim
evaluasi mutu secara sistemik.

Kesenjangan tersebut menjadi latar belakang penting bagi perlunya kajian yang
menghubungkan antara kepemimpinan mutu dan manajemen mutu pendidikan sebagai pilar
utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks
Indonesia yang sangat beragam, baik dari segi geografis, sosial, maupun budaya, kebijakan
pendidikan tidak bisa bersifat seragam atau top-down semata. Diperlukan pendekatan yang
kontekstual, partisipatif, dan berbasis mutu agar kebijakan yang dibuat benar-benar mampu
menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Penelitian ini hadir dengan fokus untuk mengkaji secara komprehensif peran strategis
kepemimpinan mutu dan manajemen mutu pendidikan terhadap arah dan substansi
kebijakan pendidikan nasional. Dengan menelaah kedua komponen ini secara simultan,
diharapkan akan ditemukan formula yang efektif dalam merancang kebijakan pendidikan
yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, berorientasi mutu, serta relevan
dengan perkembangan zaman.

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana
kualitas kepemimpinan dan manajemen mutu diterapkan dalam konteks pendidikan
nasional, serta sejauh mana keduanya memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali praktik-praktik terbaik
(best practices) yang dapat dijadikan acuan dalam memperkuat kebijakan pendidikan
berbasis mutu. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya memberikan
kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan
kepemimpinan, tetapi juga secara praktis dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan,
kepala sekolah, dan pelaku pendidikan lainnya dalam memperbaiki sistem pendidikan
nasional. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih
maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals) bidang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Data
dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan
internasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2019-2024). Fokus utama adalah
kajian teoritis dan empiris mengenai kepemimpinan mutu, manajemen mutu pendidikan,
dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan nasional.

Analisis dilakukan melalui proses telaah mendalam terhadap konten literatur yang
relevan, dengan tahap-tahap: identifikasi topik, pencarian literatur melalui basis data
(Google Scholar, ScienceDirect, DOAJ), seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi
(relevansi tema, tahun terbit, peer-reviewed), analisis tematik, dan penyusunan sintesis.
Validitas isi dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi tematik dalam interpretasi
data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah dalam
lima tahun terakhir, diperoleh sejumlah temuan penting terkait peran kepemimpinan mutu
dan manajemen mutu pendidikan dalam mendukung arah kebijakan pendidikan nasional.
Temuan-temuan ini mencerminkan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan dan
memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kedua elemen tersebut berkontribusi
terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh.
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1. Kepemimpinan mutu memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan
performa institusi pendidikan.

Salah satu hasil yang paling menonjol dari kajian ini adalah adanya pengaruh
langsung antara gaya kepemimpinan transformasional dengan peningkatan Kinerja
organisasi pendidikan. Pemimpin yang menerapkan pendekatan ini mampu menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung, kolaboratif, serta menumbuhkan semangat inovasi
dan tanggung jawab kolektif di antara tenaga pendidik. Studi yang dilakukan oleh
Siregar dan Sutisna (2021) memperlihatkan bahwa kepala sekolah dengan
kepemimpinan transformasional berhasil meningkatkan kualitas proses pembelajaran,
meningkatkan profesionalisme guru, dan berdampak pada capaian belajar peserta didik.
Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki visi, mampu menginspirasi, serta
mendukung pengembangan profesional guru akan berdampak langsung terhadap mutu
pendidikan yang dihasilkan.

2. Penerapan manajemen mutu berbasis Total Quality Management (TQM)
mendorong perbaikan berkelanjutan.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang menerapkan
prinsip-prinsip manajemen mutu berbasis TQM mengalami peningkatan dalam
efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Prinsip-prinsip seperti keterlibatan seluruh
komponen sekolah, fokus pada kebutuhan peserta didik, dan evaluasi berkelanjutan
telah terbukti memberikan dampak positif terhadap proses dan hasil pendidikan. Kajian
yang dilakukan oleh Fatmawati et al. (2020) mencatat bahwa implementasi TQM
meningkatkan pelayanan pendidikan, mendorong transparansi proses, dan memberikan
ruang evaluasi yang lebih objektif untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Hal ini
memperlihatkan pentingnya pendekatan sistematis dan terstruktur dalam mengelola
mutu pendidikan secara menyeluruh.

3. Sinergi antara kepemimpinan mutu dan manajemen mutu memperkuat arah
kebijakan pendidikan nasional.

Temuan selanjutnya menegaskan bahwa integrasi antara kepemimpinan yang
berorientasi mutu dengan sistem manajemen mutu yang kokoh memiliki kontribusi
yang besar terhadap kebijakan pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dalam studi oleh Yunus dan Priyanto (2022), ditemukan bahwa sekolah-sekolah yang
telah memadukan kedua aspek ini mampu menghasilkan data mutu yang akurat dan
relevan, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Selain
itu, pendekatan ini mendorong proses penyusunan kebijakan menjadi lebih responsif
terhadap kebutuhan lokal dan memungkinkan pengembangan kurikulum serta sistem
evaluasi yang lebih sesuai dengan konteks masing-masing satuan pendidikan. Sinergi
tersebut menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

4. Terdapat ketimpangan dalam implementasi kepemimpinan dan manajemen mutu
di berbagai daerah.

Walaupun terdapat praktik-praktik baik dalam penerapan kepemimpinan dan
manajemen mutu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kesenjangan
pelaksanaan di berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil atau dengan
keterbatasan sumber daya. Marbun dan Situmorang (2021) menyoroti bahwa banyak
satuan pendidikan di wilayah tertinggal yang belum mendapatkan pelatihan memadai
dalam memahami prinsip-prinsip manajemen mutu. Selain itu, terbatasnya akses
terhadap teknologi, minimnya dukungan supervisi dari instansi terkait, serta tingginya
beban administratif membuat pelaksanaan manajemen mutu menjadi kurang optimal.
Akibatnya, satuan pendidikan di wilayah tersebut tidak dapat secara maksimal
memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan yang
berbasis data dan kebutuhan nyata.
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5. Masih lemah keterhubungan antara hasil mutu di tingkat satuan pendidikan dan
kebijakan nasional.

Temuan penting lainnya adalah masih terdapat kesenjangan antara data mutu yang
diperoleh dari satuan pendidikan dengan proses penyusunan kebijakan pendidikan
nasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Wibowo (2022),
ditemukan bahwa hasil evaluasi mutu di tingkat sekolah belum sepenuhnya
dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat pusat. Hal ini
menunjukkan lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi antara pelaksana teknis
pendidikan di lapangan dengan perancang kebijakan di pusat. Akibatnya, banyak
kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi faktual di lapangan, atau bahkan berpotensi
membebani satuan pendidikan karena tidak memperhatikan kapasitas dan tantangan
yang dihadapi.

Hasil kajian literatur ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan
nasional sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan kepemimpinan dan manajemen
mutu di tingkat satuan pendidikan. Ketika pemimpin pendidikan mampu mengarahkan
lembaganya menuju budaya mutu, dan sistem manajemen mutu berjalan secara
konsisten serta terukur, maka akan tercipta lingkungan pendidikan yang siap
mendukung implementasi kebijakan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

Namun, hasil-hasil tersebut juga menggarisbawahi pentingnya perhatian lebih dari
pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mengatasi ketimpangan sumber daya,
meningkatkan pelatihan dan pendampingan, serta menciptakan sistem komunikasi
kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis data. Dengan mengatasi hambatan
tersebut, integrasi antara kepemimpinan mutu dan manajemen mutu tidak hanya akan
meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat satuan, tetapi juga akan memperkuat dasar
dari kebijakan pendidikan nasional yang efektif dan responsif terhadap tantangan
zaman.

B. Pembahasan
1. Peran Strategis Kepemimpinan Mutu dalam Menyuarakan Kebutuhan Lokal ke
Tingkat Nasional

Kepemimpinan mutu memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjembatani
antara kebutuhan konkret di tingkat sekolah dengan kebijakan pendidikan nasional.
Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang diterapkan di Indonesia, kepala sekolah
sebagai pemimpin pendidikan tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga
sebagai agen perubahan yang mampu menyuarakan aspirasi komunitas sekolah ke
dalam forum-forum pengambilan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Pemimpin pendidikan yang memiliki kesadaran mutu tidak hanya berfokus pada
pencapaian target administratif semata, tetapi juga aktif dalam menumbuhkan budaya
sekolah yang kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik.
Model kepemimpinan transformasional menjadi rujukan utama dalam konteks ini
karena mampu menginspirasi, memotivasi, dan mendorong seluruh warga sekolah untuk
bergerak bersama mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Siregar
dan Sutisna (2021), kepala sekolah yang mengedepankan nilai-nilai transformasional
mampu membangun suasana kerja yang sinergis, meningkatkan kinerja guru, serta
menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi siswa.

Kepemimpinan semacam ini sangat strategis karena berperan sebagai pengumpul
sekaligus penyampai informasi dari lapangan. Kepala sekolah kerap menjadi aktor
utama dalam berbagai forum, seperti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS),
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), atau forum pendidikan daerah, yang
merupakan wahana strategis untuk menyampaikan berbagai persoalan, tantangan, serta
praktik baik yang terjadi di sekolah masing-masing. Melalui forum-forum tersebut,
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aspirasi lokal yang bersumber dari realitas lapangan diolah menjadi rekomendasi
kebijakan yang lebih faktual dan aplikatif. Pemimpin pendidikan yang memiliki
kepedulian terhadap mutu akan secara aktif menggunakan wadah-wadah ini untuk
mengarahkan perhatian pengambil kebijakan terhadap isu-isu krusial seperti
ketimpangan sumber daya, kebutuhan pelatihan guru, ketidaksesuaian kurikulum, dan
lainnya.

keberadaan pemimpin pendidikan yang aktif dan komunikatif dapat membantu
mendorong proses formulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks lokal.
Dengan kata lain, ketika pemimpin pendidikan tidak sekadar menjadi pelaksana
kebijakan, tetapi juga sebagai kontributor dalam proses perumusan kebijakan, maka
kualitas dan relevansi kebijakan tersebut akan meningkat. Hal ini menjadi penting
mengingat bahwa kebijakan nasional yang tidak mempertimbangkan keragaman kondisi
lokal cenderung bersifat top-down dan berisiko tidak efektif saat diterapkan di
lapangan.

Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID-19, banyak kepala sekolah yang
menginisiasi sistem pembelajaran jarak jauh yang kontekstual sesuai dengan kondisi
wilayah masing-masing. Inovasi-inovasi ini kemudian disuarakan dalam forum-forum
kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa
kepemimpinan mutu tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas internal
sekolah, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk arah kebijakan nasional yang
lebih realistis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kepemimpinan mutu memiliki dua peran strategis yang saling
melengkapi. Pertama, sebagai penggerak internal untuk memastikan kualitas
penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Kedua, sebagai penyambung suara
antara kebutuhan riil satuan pendidikan dan arah kebijakan nasional. Tanpa
kepemimpinan yang kuat, berorientasi mutu, dan peka terhadap dinamika lokal, sulit
bagi kebijakan pendidikan nasional untuk menjangkau dan menjawab kompleksitas
yang terjadi di tingkat akar rumput.

. Manajemen Mutu Pendidikan sebagai Pondasi Kebijakan yang Berkelanjutan

Manajemen mutu pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem
pendidikan modern karena memberikan struktur dan arah yang jelas dalam pengelolaan
mutu di setiap jenjang pendidikan. Melalui pendekatan Total Quality Management
(TQM), manajemen mutu pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan
dan pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan budaya mutu
yang berkelanjutan dalam setiap proses pendidikan.

Pendekatan TQM dalam konteks pendidikan menekankan pada partisipasi
menyeluruh dari semua komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga
kependidikan, siswa, hingga orang tua. Prinsip utamanya adalah bahwa mutu bukan
hanya tanggung jawab pimpinan sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama
yang harus ditanamkan dalam seluruh proses dan aktivitas sekolah. Dalam praktiknya,
setiap satuan pendidikan diarahkan untuk memiliki visi, misi, dan tujuan yang terukur
serta sistem evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan proses peningkatan mutu
berjalan secara konsisten.

Fatmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang mengadopsi
TQM mengalami peningkatan dalam hal efisiensi proses pembelajaran, peningkatan
kepuasan siswa terhadap layanan pendidikan, serta peningkatan akreditasi sekolah. Hal
ini dikarenakan TQM mendorong sekolah untuk bekerja berdasarkan data, melakukan
pemantauan dan evaluasi berkala, serta melakukan perbaikan terus-menerus
berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
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Salah satu peran vital manajemen mutu dalam konteks kebijakan pendidikan adalah
kemampuannya dalam menyediakan data dan laporan yang akurat serta dapat dipercaya.
Dalam banyak kasus, data mutu yang dihasilkan oleh sekolah menjadi bahan utama
dalam penyusunan kebijakan pendidikan baik di tingkat daerah maupun nasional. Data
yang berkualitas memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan fakta
dan kebutuhan nyata, bukan sekadar asumsi atau tekanan politik.

Sistem manajemen mutu juga mendorong akuntabilitas dan transparansi di
lingkungan pendidikan. Setiap kegiatan, program, dan kebijakan internal sekolah harus
dilaksanakan dengan standar mutu tertentu dan dievaluasi secara terbuka. Transparansi
ini memperkuat legitimasi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang profesional dan
berorientasi pada pelayanan publik. Dalam jangka panjang, manajemen mutu
menciptakan fondasi yang kokoh bagi kebijakan yang tidak hanya bersifat temporer
atau reaktif, melainkan bersifat strategis dan berkelanjutan.

Namun demikian, penerapan manajemen mutu tidak selalu berjalan mulus,
terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah
yang belum memiliki SDM yang memahami prinsip TQM secara mendalam, atau
mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen mutu yang sesuai standar. Oleh karena
itu, dukungan dari pemerintah, khususnya dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan
penyediaan sistem manajemen berbasis digital, sangat dibutuhkan untuk memperluas
penerapan manajemen mutu secara merata.

Manajemen mutu pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung
perumusan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti dan kebutuhan riil. Ketika sistem
manajemen mutu berjalan dengan baik, maka proses perumusan kebijakan menjadi
lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan yang lahir dari proses
semacam ini akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan,
karena disusun berdasarkan data lapangan yang mereka hasilkan sendiri.

Dengan demikian, manajemen mutu pendidikan bukan hanya alat teknokratis untuk
memastikan kualitas, melainkan sebuah pendekatan strategis yang memperkuat
keterhubungan antara satuan pendidikan dan pengambil kebijakan. Dalam jangka
panjang, pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional
memiliki dasar yang kuat, arah yang jelas, dan dukungan yang luas dari para pelaku
pendidikan di lapangan.

. Sinergi antara Kepemimpinan dan Manajemen Mutu sebagai Penentu Efektivitas
Kebijakan

Dalam dunia pendidikan, keberhasilan implementasi kebijakan nasional tidak
semata-mata bergantung pada satu faktor saja, melainkan pada sinergi antara berbagai
elemen kunci, terutama antara kepemimpinan mutu dan manajemen mutu pendidikan.
Sinergi ini menjadi salah satu penentu utama efektivitas kebijakan, karena
menggabungkan dimensi kepemimpinan yang visioner dan pengelolaan mutu yang
sistematis.

Kepemimpinan mutu yang diimplementasikan dengan baik mampu memberikan
arah yang jelas, menggerakkan sumber daya manusia di sekolah, serta menciptakan
budaya kerja yang produktif dan inovatif. Sementara itu, manajemen mutu pendidikan
menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan sekolah untuk secara sistematis
mengelola proses pembelajaran, layanan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Ketika
kedua elemen ini berjalan berdampingan dan saling melengkapi, maka terbentuklah
sebuah ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu
internal, tetapi juga mampu menyediakan data dan informasi berkualitas yang sangat
dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional.
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Penelitian oleh Yunus dan Priyanto (2022) menegaskan bahwa sekolah yang
menerapkan kepemimpinan mutu secara simultan dengan sistem manajemen mutu yang
terstruktur memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap berbagai program
nasional seperti Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi. Kurikulum Merdeka, sebagai
inovasi kebijakan yang menuntut fleksibilitas dan kreativitas dalam proses belajar
mengajar, membutuhkan dukungan kepemimpinan yang mampu menginspirasi guru dan
siswa untuk berinovasi. Di saat yang sama, sistem manajemen mutu berfungsi untuk
memastikan bahwa implementasi kurikulum tersebut berjalan sesuai standar, dengan
evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berdasarkan data nyata di lapangan.

Sekolah-sekolah yang mengintegrasikan kepemimpinan dan manajemen mutu
dengan baik mampu menghasilkan umpan balik yang sangat bernilai bagi pembuat
kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Umpan balik ini tidak hanya berupa data
kuantitatif tentang capaian akademik, tetapi juga mencakup informasi kualitatif
mengenai kendala, kebutuhan, dan inovasi yang terjadi di tingkat sekolah. Dengan
demikian, kebijakan pendidikan yang dirancang berdasarkan data ini menjadi lebih
kontekstual, relevan, dan partisipatif, karena mengakomodasi suara dan pengalaman
langsung dari pelaku pendidikan di lapangan.

Sinergi ini juga mendorong percepatan proses pembelajaran organisasi di sekolah.
Kepemimpinan yang kuat mendorong komitmen seluruh pihak untuk terus belajar dan
beradaptasi, sementara manajemen mutu menyediakan mekanisme untuk mengukur,
memantau, dan memperbaiki Kinerja secara sistematis. Kombinasi ini memungkinkan
sekolah untuk merespons perubahan lingkungan pendidikan yang dinamis, baik yang
bersifat internal maupun eksternal. Sinergi ini menguatkan mekanisme akuntabilitas dan
transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah dan manajemen
sekolah yang terintegrasi dengan baik cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan
hasil-hasil evaluasi, kendala, dan pencapaian kepada berbagai pemangku kepentingan,
termasuk orang tua dan masyarakat. Hal ini mendukung terbentuknya kepercayaan
publik terhadap institusi pendidikan dan kebijakan yang diterapkan, sehingga partisipasi
dan dukungan masyarakat terhadap program-program pendidikan meningkat.

Integrasi antara kepemimpinan mutu dan manajemen mutu bukan hanya soal
penggabungan dua konsep, melainkan menciptakan sinergi operasional yang mampu
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya, kepemimpinan yang efektif dapat
memotivasi guru untuk aktif terlibat dalam proses evaluasi mutu, sementara manajemen
mutu yang baik menyediakan alat dan prosedur yang memudahkan guru dalam
melaksanakan evaluasi tersebut secara objektif dan sistematis. Sinergi ini meningkatkan
kualitas pelaporan dan data yang dihasilkan, sehingga semakin memperkaya basis
informasi untuk pengambilan keputusan kebijakan.

Dengan demikian, sinergi antara kepemimpinan dan manajemen mutu menciptakan
siklus positif di mana kebijakan nasional dapat dirumuskan berdasarkan data yang
akurat dan pengalaman lapangan yang valid, dan kebijakan tersebut kemudian
diimplementasikan dengan efektif melalui kepemimpinan yang mampu menggerakkan
dan mengarahkan proses pendidikan di satuan pendidikan. Tanpa adanya sinergi ini,
baik kepemimpinan maupun manajemen mutu akan beroperasi secara terpisah dan
kurang maksimal dalam memberikan dampak terhadap kebijakan nasional.

Penguatan sinergi ini memerlukan investasi yang berkelanjutan dalam pelatihan
dan pengembangan kapasitas kepala sekolah dan manajemen sekolah, penguatan sistem
informasi pendidikan, serta pembentukan mekanisme komunikasi yang efektif antara
sekolah dan pemangku kebijakan. Hal ini penting agar sinergi yang sudah terjalin dapat
terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan pendidikan
nasional.
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4. Hambatan Implementasi di Daerah dan Implikasinya terhadap Kebijakan
Nasional

Walaupun pendekatan kepemimpinan mutu dan manajemen mutu telah
menunjukkan hasil yang positif, kenyataannya pelaksanaan sistem mutu pendidikan di
berbagai daerah masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Hambatan-hambatan
ini berakar pada ketidakmerataan sumber daya, keterbatasan kapasitas, serta kondisi
sosial dan budaya yang beragam di Indonesia. Hambatan ini pada akhirnya
memengaruhi kontribusi daerah terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan nasional yang efektif dan inklusif.

Salah satu hambatan utama adalah disparitas dalam akses terhadap pelatihan dan
pengembangan kapasitas terkait manajemen mutu. Banyak sekolah di daerah terpencil
atau yang kurang berkembang belum mendapatkan kesempatan yang memadai untuk
mengikuti pelatihan tentang prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Akibatnya,
pemahaman tentang pentingnya sistem manajemen mutu dan cara implementasinya
masih terbatas. Hal ini tentu saja berpengaruh pada kualitas data dan laporan yang
dihasilkan oleh sekolah, sehingga informasi yang dikirim ke tingkat kabupaten,
provinsi, maupun pusat tidak selalu akurat dan lengkap.

Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi juga menjadi hambatan serius. Di era
digital saat ini, literasi digital menjadi prasyarat penting dalam pengelolaan manajemen
mutu yang efektif. Namun, banyak sekolah di daerah yang masih menghadapi kesulitan
dalam mengakses perangkat teknologi, jaringan internet, dan pelatihan teknologi
informasi. Hal ini menghambat kemampuan mereka dalam melakukan pengolahan data
mutu secara cepat dan akurat, sehingga proses pelaporan dan evaluasi menjadi lambat
dan kurang efektif.

Situasi ini menimbulkan jurang informasi yang cukup lebar antara pusat dan
daerah. Kebijakan pendidikan nasional yang seharusnya berbasis data dari seluruh
wilayah Indonesia justru sering kali hanya didasarkan pada data dari sekolah-sekolah di
daerah yang lebih maju atau perkotaan. Kondisi ini dapat menimbulkan bias kebijakan
yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi daerah yang berbeda-
beda, khususnya daerah yang paling membutuhkan perhatian.

Hambatan sosial budaya juga ikut berperan dalam memperlambat implementasi
sistem manajemen mutu. Misalnya, budaya organisasi yang kurang terbuka terhadap
perubahan dan inovasi di beberapa sekolah mengakibatkan resistensi terhadap
penerapan sistem mutu baru. Dalam beberapa kasus, kepala sekolah atau guru lebih
nyaman dengan cara kerja lama yang sudah dikenal, sehingga mereka kurang
termotivasi untuk mengikuti prosedur manajemen mutu yang dianggap rumit atau
memberatkan.

Menghadapi kenyataan ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengadopsi
pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Kebijakan pendidikan nasional perlu
dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik spesifik masing-masing
wilayah. Konsep pendekatan diferensiasi atau desentralisasi yang lebih luas harus
diperkuat agar setiap daerah dapat mengembangkan sistem manajemen mutu yang
sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan mereka sendiri.

Pemerintah dan pemangku kepentingan harus meningkatkan investasi dalam
pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di daerah,
terutama dalam penguasaan manajemen mutu dan teknologi informasi. Dukungan ini
harus berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar dapat meningkatkan
kapasitas sekolah secara merata.

Hambatan dalam implementasi manajemen mutu di daerah tidak hanya menjadi
masalah lokal, tetapi berdampak langsung pada efektivitas kebijakan pendidikan
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nasional secara keseluruhan. Jika informasi dan data yang masuk ke pusat tidak
komprehensif dan valid, maka perumusan kebijakan tidak akan tepat sasaran dan sulit
diimplementasikan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan pendidikan nasional yang responsif dan inklusif harus memperhatikan
perbedaan kapasitas dan kondisi daerah. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem
pendidikan nasional yang tidak hanya unggul di kota besar tetapi juga merata di seluruh
pelosok negeri, dengan dukungan kepemimpinan dan manajemen mutu yang kuat serta
berkesinambungan.

. Urgensi Reformulasi Kebijakan Pendidikan yang Responsif terhadap Data Mutu

Pentingnya kebijakan pendidikan nasional yang benar-benar berbasis data empiris
dari satuan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan lagi. Studi-studi terkini
menunjukkan bahwa selama ini, banyak kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat
umum dan seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi riil di
masing-masing daerah maupun satuan pendidikan. Padahal, Indonesia sebagai negara
dengan keanekaragaman geografis, sosial, dan budaya memerlukan pendekatan
kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual agar tujuan peningkatan mutu pendidikan
dapat tercapai secara merata dan efektif.

Kebijakan yang kurang berbasis data yang valid dan akurat dari sekolah sering kali
menyebabkan program-program yang diluncurkan kurang tepat sasaran. Misalnya, satu
kebijakan yang disusun berdasarkan data umum dari wilayah perkotaan bisa jadi tidak
relevan jika diterapkan di daerah terpencil yang memiliki karakteristik dan kebutuhan
yang sangat berbeda. Kondisi ini menyebabkan alokasi sumber daya, pelaksanaan
program, maupun evaluasi hasil menjadi tidak optimal, sehingga potensi perbaikan
mutu pendidikan di daerah tersebut menjadi terhambat.

Penguatan sistem manajemen mutu di tingkat sekolah menjadi sangat krusial.
Sistem manajemen mutu yang baik memungkinkan sekolah untuk mengelola proses
pendidikan secara terstruktur dan menghasilkan data yang akurat tentang berbagai aspek
Kinerja, seperti kualitas pengajaran, prestasi siswa, serta efektivitas layanan pendidikan.
Data-data tersebut kemudian dapat diolah dan dilaporkan secara berkala sehingga
menjadi bahan yang kredibel untuk perumusan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Pemberdayaan kepemimpinan mutu di sekolah juga berperan penting dalam
memastikan bahwa pengelolaan mutu tersebut berjalan efektif. Kepala sekolah dan
pimpinan pendidikan yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya mutu akan lebih
aktif memotivasi dan mengarahkan seluruh warga sekolah untuk menerapkan prinsip-
prinsip manajemen mutu. Dengan kepemimpinan yang kuat, setiap proses evaluasi dan
perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga data
yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Perbaikan sistem manajemen mutu dan kepemimpinan mutu juga akan memperkuat
mekanisme akuntabilitas pendidikan. Ketika sekolah mampu menyajikan data yang
valid dan transparan, maka seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, guru,
orang tua, hingga masyarakat dapat memahami kondisi pendidikan secara menyeluruh
dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program peningkatan mutu. Hal ini
tentu saja memperkaya proses perumusan kebijakan dengan masukan yang beragam dan
lebih berbasis fakta.

Urgensi reformulasi kebijakan ini semakin penting di era globalisasi dan
transformasi digital saat ini, di mana tuntutan terhadap kualitas pendidikan semakin
tinggi. Kebijakan yang responsif terhadap data mutu memungkinkan penyesuaian
strategi pendidikan secara cepat dan tepat, sehingga mampu menjawab kebutuhan
perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan peserta didik. Reformulasi ini juga
membuka ruang bagi pendekatan yang lebih fleksibel, di mana kebijakan nasional tidak
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lagi bersifat top-down semata, melainkan melibatkan partisipasi aktif dari tingkat satuan
pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu mengembangkan sistem
informasi manajemen pendidikan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh semua
pemangku kepentingan. Sistem ini harus mampu mengakomodasi berbagai jenis data
mutu dari seluruh daerah dengan cara yang mudah dipahami dan dianalisis. Selain itu,
pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan data dan pelaporan mutu perlu
diperkuat agar kapasitas sekolah dalam menyediakan data yang berkualitas semakin
meningkat.

Dengan demikian, reformulasi kebijakan pendidikan yang berbasis data mutu
bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga strategi penting dalam menciptakan
pendidikan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Kebijakan seperti
ini akan mampu mendorong inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
sekaligus menjaga standar nasional, sehingga seluruh generasi muda Indonesia
memperoleh kesempatan belajar yang optimal dan bermutu tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepemimpinan mutu dan manajemen mutu
pendidikan sangat signifikan dalam mendukung arah dan keberlanjutan kebijakan
pendidikan nasional. Kepemimpinan yang bersifat transformasional dan adaptif mampu
menginspirasi perubahan dan inovasi di tingkat satuan pendidikan. Sementara itu,
manajemen mutu berbasis sistem seperti TQM berkontribusi dalam penyusunan kebijakan
yang akuntabel dan berbasis data.

Temuan baru dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi antara kepemimpinan
mutu dan sistem manajemen mutu sebagai pendekatan strategis dalam merancang kebijakan
pendidikan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya
penguatan kapasitas kepala sekolah dan pengambil kebijakan dalam literasi mutu, serta
peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi mutu dalam setiap proses pengambilan keputusan
kebijakan pendidikan.
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